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Abstract

The transformation of the digital economy has significantly reshaped market structures and
business competition patterns, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs). This study aims to analyze the transformation of MSME market structures, the
influence of digital platform dominance on the bargaining position of small business actors,
and the effectiveness of regulations and government support in responding to digital
economic development in the Ajatappareng region of South Sulawesi. This research employs
a qualitative approach using socio-legal and empirical legal research methods. Data were
collected through in-depth interviews with the Offices of Cooperatives and MSMEs, Trade
Offices, Communication and Information Offices, Regional Legislative Councils (DPRD), and
MSME actors in Parepare City, Barru Regency, Pinrang Regency, Sidenreng Rappang
Regency, and Enrekang Regency. The findings reveal that MSMEs in Ajatappareng have
become increasingly dependent on digital platforms such as Shopee, Tokopedia, Facebook,
Instagram, TikTok, and WhatsApp Business for marketing and product distribution activities.
While digitalization has expanded market access, the dominance of digital platforms
through algorithms, rating systems, and paid promotional features has created unequal
bargaining positions that disproportionately favor business actors with greater financial
resources and digital capabilities. The study further finds that limited digital literacy,
technological capacity, and reduced government empowerment programs following the
2025 budget efficiency policy have weakened MSMEs’ ability to adapt to digital
transformation. From the perspective of economic law, a regulatory gap remains regarding
algorithmic transparency, platform accountability, and the protection of MSMEs’ bargaining
positions within the digital economy. The study concludes that digital economic
transformation has not yet ensured equitable distribution of economic opportunities for
MSMIEs. Therefore, a reconstruction of digital economic policies and regulations is required
to establish a more inclusive, affirmative, and equitable framework that strengthens MSME
protection within the platform-based digital market ecosystem.
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Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah mengubah struktur pasar UMKM melalui pergeseran
aktivitas perdagangan dari pasar konvensional menuju ekosistem berbasis platform digital.
Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur pasar UMKM, pengaruh dominasi
platform digital terhadap posisi tawar pelaku usaha kecil, serta efektivitas regulasi dan
dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital di wilayah Ajatappareng,
Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal
dan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Koperasi
dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo, DPRD, serta pelaku UMKM di Kota
Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa UMKM di Ajatappareng semakin bergantung pada platform digital
seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business dalam
aktivitas pemasaran dan distribusi produk. Meskipun digitalisasi memperluas akses pasar,
dominasi platform melalui algoritma, sistem rating, dan promosi berbayar menciptakan
ketimpangan posisi tawar yang cenderung menguntungkan pelaku usaha dengan modal dan
kapasitas digital yang lebih tinggi. Penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan literasi
digital, akses teknologi, dan berkurangnya program pemberdayaan akibat efisiensi
anggaran tahun 2025 memperlemah kemampuan adaptasi UMKM terhadap transformasi
digital. Dari perspektif hukum ekonomi, terdapat kekosongan hukum terkait transparansi
algoritma, akuntabilitas platform, dan perlindungan posisi tawar UMKM dalam ekosistem
ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi digital belum
sepenuhnya menciptakan distribusi peluang ekonomi yang adil bagi UMKM. Oleh karena itu,
diperlukan rekonstruksi kebijakan dan regulasi yang lebih afirmatif, inklusif, dan berkeadilan
guna memperkuat perlindungan UMKM dalam pasar digital.

Kata Kunci: Ajatappareng; Ekonomi Digital, Hukum Ekonomi; Platform Digital; Transformasi
Pasar; UMKM.

Pendahuluan

Transformasi struktural yang signifikan menandai perkembangan ekonomi digital
secara global dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi berbasis teknologi informasi
dan komunikasi, di mana digitalisasi mendorong perubahan pola industri melalui integrasi
data, kecerdasan buatan, serta platform daring yang mempercepat efisiensi dan inovasi
bisnis (Gupta, 2020; Matthess, 2020). Transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan dinamis perusahaan, tetapi juga oleh tekanan institusional global yang
membentuk ulang strategi bisnis dalam ekosistem digital (Bradford, 2020; Farrell &
Newman, 2019), sekaligus berkontribusi pada perubahan struktur ekonomi di negara
berkembang melalui pergeseran dari sektor tradisional menuju sektor berbasis teknologi
yang mempercepat restrukturisasi pasar dan tenaga kerja (Matthess, 2020). Perspektif
keberlanjutan turut menegaskan bahwa kemampuan digital pada usaha kecil dan menengah
(SMEs) menjadi faktor kunci dalam integrasi ekonomi sirkular global dan fondasi baru daya
saing lintas negara (Chaudhuri, 2022). Korelasi antara ekonomi digital dan peningkatan
produktivitas juga terlihat melalui pengembangan internet dan big data yang berdampak
signifikan terhadap efisiensi industri serta restrukturisasi ekonomi (Wang et al., 2022),
sementara inovasi teknologi berbasis data mendorong upgrading struktur industri dan
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transformasi model bisnis (Chang et al., 2023). Peran adopsi teknologi digital semakin krusial
dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan karena memperkuat kapasitas organisasi
menghadapi disrupsi global (Al-Emran & Griffy-Brown, 2023). Dinamika tersebut tercermin
pula pada tingkat nasional, termasuk di Indonesia, melalui percepatan adopsi teknologi
digital oleh pelaku usaha dan UMKM meskipun kesiapan serta kapasitas adaptasinya masih
beragam (Lutfi, 2022), sehingga ekonomi digital tidak hanya menjadi fenomena struktural
global, tetapi juga agenda strategis nasional yang menentukan arah pembangunan ekonomi
dan keadilan pasar pada era transformasi digital.

Perubahan struktur pasar dalam era ekonomi digital menunjukkan pergeseran
mendasar dari sistem pasar fisik yang berbasis interaksi langsung menuju model pasar
berbasis platform digital yang terintegrasi melalui teknologi informasi. Transformasi ini
ditandai oleh migrasi aktivitas perdagangan dari ruang-ruang konvensional seperti toko dan
pasar tradisional menuju marketplace dan media digital yang mengandalkan algoritma serta
sistem jaringan daring (Erwin et al., 2023). Digitalisasi memaksa pelaku usaha untuk
menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi agar tetap relevan dalam ekosistem
platform yang semakin kompetitif (Putra et al., 2023). Mekanisme pasar dalam ekonomi
berbasis platform tidak lagi bertumpu pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli,
melainkan pada sistem intermediasi digital yang mengatur visibilitas, reputasi, dan transaksi
melalui fitur teknologi. Pergeseran ini mengubah struktur relasi pasar dari hubungan
horizontal antar pelaku usaha menjadi relasi vertikal yang dikendalikan oleh pemilik
platform.

Perubahan struktur pasar ini juga membawa implikasi terhadap pola persaingan dan
distribusi kekuatan ekonomi. Penggunaan media digital dalam persaingan usaha
menciptakan struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi pada pelaku yang memiliki akses
terhadap modal dan teknologi yang lebih besar. Perubahan sistem distribusi produk semakin
bergantung pada kanal digital yang memotong rantai distribusi tradisional namun sekaligus
menciptakan ketergantungan baru terhadap platform digital (Dewi, 2022). Sementara itu,
optimalisasi pemasaran digital dalam sektor ekonomi menunjukkan bahwa pelaku usaha
yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi lebih tinggi cenderung memperoleh akses
pasar yang lebih luas dibandingkan pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal
dan literasi digital (Sharabati et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi digital, transformasi
media dan platform digital membentuk konfigurasi kekuasaan baru di mana platform
berperan sebagai pengendali akses pasar sekaligus regulator privat dalam ekosistem
perdagangan digital (Khan, 2019). Dengan demikian, transformasi dari pasar fisik ke pasar
platform bukan sekadar digitalisasi alat transaksi, melainkan perubahan paradigma tata
kelola pasar yang berdampak pada struktur persaingan, distribusi keuntungan, dan posisi
tawar pelaku usaha kecil dalam ekosistem ekonomi digital.

Transformasi ekonomi digital menghadirkan berbagai tantangan bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam aspek teknologi, regulasi, dan pembiayaan.
Dari sisi teknologi, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital
seperti akses internet yang belum memadai, rendahnya akses terhadap teknologi modern,
serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital (Mittal & Soriya,
2025; Sathyanarayana et al., 2026). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar UMKM
masih berada pada tahap awal kematangan digital dan belum mampu memanfaatkan
teknologi secara optimal untuk meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, ancaman
keamanan siber juga menjadi hambatan penting karena pelaku usaha sering merasa
khawatir terhadap risiko kebocoran data dan kerugian finansial akibat serangan digital
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(Rupeika-Apoga & Petrovska, 2022; Srivastava & Kandikonda, 2025). Dalam aspek regulasi,
kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital
melalui subsidi, insentif pajak, dan program pendampingan. Namun, regulasi yang kompleks,
prosedur administratif yang rumit, serta ketidakpastian kebijakan sering kali menjadi
penghambat bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital secara efektif (Dhingra &
Sardana, 2024; Eguia et al., 2025). Keterbatasan finansial dan rendahnya literasi digital juga
semakin menambah tantangan transformasi ekonomi digital bagi UMKM (Yelfiarita et al.,
2025). Banyak pelaku usaha belum memiliki kapasitas investasi yang memadai untuk
mengadopsi teknologi digital, baik dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun
sistem pemasaran berbasis digital. Tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan
teknologi menyebabkan UMKM kesulitan melakukan inovasi dan memperluas pasar melalui
platform digital (Maharani et al., 2024). Selain itu, rendahnya kemampuan digital pemilik
usaha dan tenaga kerja membuat proses adaptasi terhadap teknologi berjalan lambat. Oleh
karena itu, peningkatan literasi digital melalui pelatihan, workshop, kursus daring, dan
program pendampingan menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan UMKM
dalam memanfaatkan teknologi digital (Coco et al., 2024). Melalui dukungan literasi yang
memadai, UMKM akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan pasar, mampu
meningkatkan efisiensi usaha, serta memiliki daya saing yang lebih kuat dalam ekosistem
ekonomi digital.

Ketimpangan posisi tawar dalam ekonomi digital semakin nyata ketika platform
digital berperan sebagai intermediary yang menentukan aturan pasar melalui algoritma,
sistem rating, dan kebijakan komisi. Algoritma platform berfungsi mengatur interaksi antar
pengguna, menentukan visibilitas produk, prioritas pencarian, hingga distribusi peluang
transaksi, sehingga sering kali menciptakan ketimpangan kekuasaan vyang lebih
menguntungkan pelaku usaha besar yang memiliki akses data, modal, dan kemampuan
promosi yang lebih kuat dibandingkan pelaku usaha kecil (Banihashemi, 2026; Ferrari &
Graham, 2021; Kenney et al., 2019). Meskipun pengguna atau penyedia jasa masih memiliki
ruang untuk menyesuaikan atau memengaruhi mekanisme algoritma, kendali platform
terhadap infrastruktur digital tetap menempatkan mereka pada posisi dominan dalam
menentukan dinamika pasar. Selain itu, kebijakan komisi yang tinggi juga dapat mengurangi
margin keuntungan pelaku usaha kecil sehingga memperlemah kemampuan mereka dalam
bersaing dengan perusahaan besar yang lebih mampu menyerap biaya tersebut (Huang &
Xu, 2026; Smith & Healey, 2024). Penerapan sistem komisi dinamis berdasarkan kondisi
pasar semakin menciptakan ketidakpastian bagi penyedia jasa berskala kecil dan
memperkuat ketergantungan mereka terhadap platform (Raj & Eggers, 2026).
Perkembangan platform digital juga telah mengubah struktur persaingan pasar dengan
meningkatkan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada sejumlah platform dominan, yang
berdampak pada meningkatnya tekanan kompetisi dan berkurangnya ruang bagi pelaku
usaha kecil untuk berkembang. Kondisi ini diperparah oleh kontrak sepihak yang umumnya
ditetapkan platform tanpa ruang negosiasi yang seimbang, sehingga posisi tawar penyedia
jasa kecil menjadi semakin lemah (D’Alessio, 2020). Dari perspektif etika, penggunaan
algoritma juga menimbulkan persoalan keadilan dan kesetaraan karena bias dalam sistem
digital berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada, khususnya terhadap kelompok
rentan dan pelaku usaha kecil (Coron & Porcher, 2026; Dall’Acqua, 2025). Oleh karena itu,
diperlukan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan guna memastikan bahwa
tata kelola platform digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan distribusi peluang ekonomi yang lebih setara dan
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melindungi kelompok usaha yang berada pada posisi lemah dalam ekosistem digital.

Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka hukum ekonomi digital
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, serta Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut
mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan
konsumen, dan tata kelola transaksi elektronik yang aman dan terpercaya (Priliasari, 2023).
Namun, perkembangan ekonomi digital yang semakin didominasi oleh platform digital
menunjukkan adanya kesenjangan antara desain regulasi dan realitas pasar. Sebagian besar
instrumen hukum yang berlaku masih berorientasi pada legalitas usaha, kepatuhan
administratif, perlindungan data, dan keamanan transaksi, sementara persoalan
ketimpangan kekuasaan ekonomi yang muncul dalam relasi antara platform dan UMKM
belum memperoleh pengaturan yang memadai. Regulasi PMSE, misalnya, belum mengatur
secara spesifik transparansi algoritma, mekanisme penentuan visibilitas produk,
penggunaan data pelaku usaha oleh platform, maupun praktik self-preferencing yang
berpotensi menciptakan persaingan tidak seimbang. Akibatnya, platform digital memiliki
ruang yang sangat besar untuk berfungsi sebagai regulator privat yang menentukan akses
pasar, distribusi informasi, dan peluang transaksi tanpa pengawasan regulatif yang
proporsional (Mu’minin, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum ekonomi
digital di Indonesia masih berfokus pada penciptaan efisiensi pasar dan pertumbuhan
ekonomi, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekonomi dan
perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang berada dalam posisi struktural yang lebih
lemah (Suwardiyati & Ganindha, 2023). Dengan demikian, isu hukum utama dalam ekonomi
digital saat ini bukan lagi sekadar kepastian hukum transaksi elektronik, melainkan
bagaimana hukum mampu merespons konsentrasi kekuasaan ekonomi berbasis data dan
algoritma agar transformasi digital tidak menghasilkan bentuk baru marginalisasi UMKM
dalam pasar digital.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan memiliki peran
strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap
penyerapan tenaga kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta pengurangan
tingkat kemiskinan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan pendapatan tahunan, dengan
karakteristik utama mempekerjakan kurang dari 250 tenaga kerja dan bergerak di berbagai
sektor seperti kerajinan tangan, pertanian, industri makanan, hingga perdagangan lokal
(llyas et al., 2017; Kadir, 2016). Daerah seperti Wajo, Sidrap, dan Soppeng dikenal dengan
UMKM kerajinan sutra yang mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis budaya lokal.
Meskipun demikian, UMKM di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti keterbatasan akses pembiayaan akibat persyaratan kredit yang ketat, tingginya
persaingan dengan perusahaan besar dan produk impor, kompleksitas regulasi perizinan
dan perpajakan, serta rendahnya akses terhadap teknologi dan pemasaran digital (Al
Anshori & Ahamat, 2019; Fadhlillah & Desiana, 2022). Faktor budaya dan sosial juga
memengaruhi pola operasional UMKM karena relasi sosial dan ikatan komunitas yang kuat
dapat memperkuat jaringan usaha, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghambat
inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar modern (Fadhlillah & Desiana, 2022). Dalam
konteks ini, pemerintah telah mengembangkan berbagai program dukungan berupa
bantuan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas usaha, namun
efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi
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antara akses modal, pelatihan, dan perluasan pasar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM
di Sulawesi Selatan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, teknologi, dan
keberlanjutan usaha agar UMKM mampu bertahan dan bersaing di tengah dinamika
ekonomi digital yang semakin kompleks.

Urgensi akademik penelitian mengenai ekonomi digital dan marginalisasi UMKM di
Sulawesi Selatan terletak pada kebutuhan membangun kerangka analisis yang mampu
menjembatani transformasi teknologi dengan prinsip keadilan ekonomi. Literatur ekonomi
digital selama ini lebih dominan menekankan aspek inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan,
sedangkan dimensi ketimpangan struktural serta perlindungan pelaku usaha kecil belum
memperoleh perhatian yang proporsional, khususnya dari perspektif hukum ekonomi.
Perubahan struktur pasar berbasis platform telah melahirkan konfigurasi kekuasaan baru
yang memengaruhi distribusi keuntungan, akses pasar, dan posisi tawar pelaku usaha kecil.
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperkuat teori hukum ekonomi yang
responsif terhadap disrupsi digital sekaligus memperkaya pengembangan hukum ekonomi
dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer. Dari sisi kebijakan publik, transformasi
digital yang berlangsung cepat juga menuntut formulasi regulasi yang lebih inklusif dan
berkeadilan agar tidak memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan UMKM.
Pemerintah daerah maupun nasional memerlukan landasan empiris dan konseptual guna
merancang program peningkatan literasi digital, dukungan pembiayaan, serta regulasi
platform yang mampu menciptakan keseimbangan relasi ekonomi. Dengan demikian,
penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam menyediakan dasar argumentatif bagi
perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan
ekonomi lokal di tengah ekspansi ekonomi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum
empiris dan socio-legal research yang bertujuan menganalisis transformasi ekonomi digital
serta marginalisasi UMKM dalam struktur pasar berbasis platform di Sulawesi Selatan.
Pendekatan socio-legal digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada kajian
normatif terhadap regulasi ekonomi digital, tetapi juga menelaah implementasi hukum,
relasi kekuasaan dalam platform digital, serta dampak sosial-ekonomi yang dialami pelaku
UMKM. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana digitalisasi pasar
memengaruhi posisi tawar UMKM, distribusi peluang ekonomi, dan pola persaingan usaha
dalam ekosistem ekonomi digital. Perspektif hukum ekonomi digunakan untuk mengkaji
keterkaitan antara regulasi, struktur pasar digital, dan prinsip keadilan ekonomi dalam
perlindungan pelaku usaha kecil.

Wilayah penelitian mencakup Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus sampel
penelitian pada kawasan Ajatappareng yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng
Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Enrekang. Pemilihan
kawasan Ajatappareng didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki basis ekonomi
lokal berbasis UMKM tradisional, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami
percepatan transformasi digital melalui penggunaan marketplace, media sosial, dan layanan
pembayaran digital. Kawasan ini dinilai representatif untuk menggambarkan dinamika
adaptasi UMKM terhadap ekonomi digital sekaligus melihat potensi marginalisasi yang
muncul akibat dominasi platform digital dan ketimpangan akses teknologi.
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Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM, pemerintah daerah, akademisi,
komunitas bisnis, dan pihak lain yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital di Sulawesi
Selatan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap
praktik ekonomi digital dan penggunaan platform digital dalam aktivitas usaha. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai
pengalaman UMKM dalam menggunakan platform digital, hambatan yang dihadapi,
pengaruh algoritma terhadap pemasaran produk, serta dampak regulasi ekonomi digital
terhadap keberlangsungan usaha. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung
praktik perdagangan digital dan interaksi ekonomi masyarakat, sedangkan studi
dokumentasi dilakukan dengan menelaah regulasi, laporan pemerintah, data statistik,
artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
perspektif hukum ekonomi dan teori keadilan distributif untuk memahami bagaimana
struktur pasar digital membentuk relasi kekuasaan serta distribusi peluang ekonomi bagi
UMKM. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan
pengecekan silang antara hasil wawancara dengan dokumen pendukung. Pendekatan
analisis ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai
dampak transformasi ekonomi digital terhadap UMKM di Sulawesi Selatan, khususnya di
kawasan Ajatappareng, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif,
inklusif, dan berkeadilan dalam tata kelola ekonomi digital di Indonesia

Hasil dan Pembahasan
Transformasi Ekonomi Digital dan Perubahan Struktur Pasar UMKM di Ajatappareng

Transformasi ekonomi digital telah menjadi salah satu faktor utama yang mengubah
struktur ekonomi global maupun lokal melalui integrasi teknologi digital dalam sistem
produksi, distribusi, dan konsumsi. Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai
penggunaan teknologi dalam aktivitas bisnis, melainkan sebagai perubahan struktural yang
memengaruhi model bisnis, pola interaksi pasar, serta distribusi kekuasaan ekonomi dalam
ekosistem digital. Plekhanov menjelaskan bahwa transformasi digital mendorong
perusahaan untuk merekonstruksi strategi bisnis, pola operasi, dan mekanisme penciptaan
nilai agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital yang semakin dinamis (Plekhanov et
al.,, 2023). Dalam konteks UMKM, transformasi digital menjadi instrumen penting untuk
meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha.
Namun demikian, kemampuan UMKM dalam mengadopsi teknologi digital sangat
dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya, literasi digital, akses pembiayaan, dan dukungan
kelembagaan vyang dimiliki. Penelitian Kahveci menunjukkan bahwa keberhasilan
transformasi digital UMKM sangat bergantung pada digital awareness, digital strategy, dan
organizational flexibility, sementara keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama
bagi UMKM dalam mencapai kematangan digital (Kahveci, 2025).

Kondisi tersebut tercermin pada dinamika UMKM di wilayah Ajatappareng, Sulawesi
Selatan, yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang, Pinrang, dan
Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas
Kominfo, DPRD, dan pelaku UMKM, transformasi ekonomi digital mulai mendorong pelaku
usaha untuk memanfaatkan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital
sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan usaha pasca pandemi COVID-19. Akan
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tetapi, tingkat adaptasi digital UMKM di wilayah ini masih menunjukkan kesenjangan yang
cukup besar. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa jumlah UMKM vyang terdaftar
cukup signifikan, seperti Kabupaten Barru sebanyak 15.231 pelaku UMKM dan Kabupaten
Enrekang sebanyak 917 UMKM pada tahun 2025, namun sebagian besar pelaku usaha masih
berada pada tahap awal transformasi digital. Pemanfaatan platform digital umumnya masih
terbatas pada promosi sederhana melalui media sosial dan komunikasi daring dengan
konsumen, sedangkan penggunaan fitur strategis seperti optimasi marketplace, digital
analytics, dan pemasaran berbasis algoritma masih sangat rendah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa digitalisasi di Ajatappareng lebih banyak terjadi pada level
instrumentalisasi teknologi dibandingkan transformasi model bisnis secara menyeluruh.

Fenomena tersebut sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM di negara berkembang cenderung
menghadapi persoalan kapasitas adaptasi dan ketimpangan akses teknologi. Penelitian
Nazaruddin (2024) menegaskan bahwa digitalisasi UMKM sering kali terhambat oleh
keterbatasan kapabilitas teknologi, lemahnya inovasi model bisnis, dan rendahnya
kemampuan manajemen informasi digital (Nazaruddin et al., 2024). Penelitian Indra Muis
(2025) mengenai UMKM di Indonesia juga menemukan bahwa literasi digital dan dukungan
infrastruktur menjadi faktor dominan yang menentukan keberhasilan transformasi digital
pelaku usaha kecil (Muis, 2025). Akan tetapi, konteks Ajatappareng menunjukkan
karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya karena
transformasi digital berlangsung dalam struktur ekonomi lokal yang masih sangat
dipengaruhi oleh relasi sosial dan budaya komunitas Bugis. Sistem ekonomi lokal berbasis
jaringan sosial, kedekatan personal, dan pola perdagangan tradisional menyebabkan
sebagian pelaku UMKM masih memandang digitalisasi sebagai pelengkap aktivitas usaha,
bukan sebagai kebutuhan strategis dalam restrukturisasi model bisnis. Dengan demikian,
transformasi ekonomi digital di Ajatappareng tidak hanya menghadirkan tantangan
teknologi, tetapi juga persoalan adaptasi sosial dan perubahan budaya ekonomi masyarakat
lokal.

Selain persoalan kapasitas digital, transformasi ekonomi digital juga mengubah
mekanisme pasar yang selama ini menjadi basis aktivitas UMKM di wilayah Ajatappareng.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mulai memanfaatkan
media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business serta marketplace
seperti Shopee dan Tokopedia untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen di
luar wilayah lokal. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem perdagangan tradisional
yang sebelumnya bertumpu pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli menuju
sistem pemasaran digital yang sangat dipengaruhi oleh mekanisme platform. Dalam
ekosistem tersebut, visibilitas produk tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kualitas
produk atau kedekatan geografis dengan konsumen, tetapi juga oleh algoritma platform
yang mengatur urutan pencarian, rekomendasi produk, jumlah interaksi pengguna, ulasan
pelanggan, dan efektivitas promosi berbayar (Shatkin, 2021). Kondisi ini terlihat dari
pengakuan sejumlah pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peningkatan penjualan sering
kali bergantung pada kemampuan meningkatkan engagement konten, memperoleh ulasan
positif, atau menggunakan fitur promosi yang disediakan marketplace dan media sosial.
Akan tetapi, kemampuan memanfaatkan mekanisme tersebut masih sangat dipengaruhi
oleh modal promosi, literasi digital, dan penguasaan teknologi. Pelaku usaha yang memiliki
sumber daya lebih besar cenderung lebih mudah memanfaatkan fitur iklan berbayar,
optimasi konten, dan analisis pasar digital sehingga memperoleh visibilitas yang lebih tinggi
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dibandingkan UMKM tradisional yang masih mengandalkan pemasaran konvensional.
Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pasar di Ajatappareng tidak serta-merta
menciptakan akses yang setara bagi seluruh pelaku usaha, melainkan berpotensi
membentuk ketimpangan baru yang bersumber dari perbedaan kemampuan mengakses,
memahami, dan memanfaatkan mekanisme algoritmik dalam platform digital.

Pada sisi kebijakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah
sebenarnya telah berupaya mendukung transformasi digital UMKM melalui pelatihan,
bantuan usaha, dan program pendampingan. Namun, kebijakan efisiensi anggaran tahun
2025 menyebabkan banyak program penguatan kapasitas UMKM mengalami pengurangan
signifikan. Program pelatihan digital, bantuan pemasaran, dan pendampingan usaha tidak
lagi berjalan optimal, sementara bantuan yang tersedia lebih banyak berasal dari
pemerintah pusat dalam bentuk alat produksi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya
ketimpangan antara percepatan transformasi ekonomi digital dengan kesiapan kebijakan
daerah dalam memperkuat kapasitas adaptasi UMKM. Temuan ini berbeda dengan
penelitian Carolin (2026) yang menunjukkan bahwa strategic entrepreneurship dan
dukungan kelembagaan mampu memperkuat ketahanan UMKM dalam ekonomi digital
apabila diikuti dengan penguatan kapasitas inovasi dan literasi digital secara berkelanjutan
(Camps et al., 2026). Dengan demikian, transformasi ekonomi digital di Ajatappareng tidak
hanya merupakan proses adopsi teknologi, tetapi juga restrukturisasi pasar yang mengubah
distribusi kekuasaan ekonomi melalui platform digital. Namun, perubahan tersebut belum
diimbangi oleh kerangka hukum yang memadai. Masih terdapat kekosongan hukum terkait
transparansi algoritma, perlindungan posisi tawar UMKM, dan pengawasan terhadap
dominasi platform dalam menentukan akses pasar. Akibatnya, transformasi digital
berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi dan marginalisasi UMKM apabila tidak
disertai kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan.

Dominasi Platform Digital dan Ketimpangan Posisi Tawar UMKM

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan struktur pasar baru yang semakin
bertumpu pada dominasi platform digital sebagai intermediary dalam aktivitas perdagangan
dan distribusi ekonomi. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi antara
penjual dan konsumen, tetapi juga berperan sebagai pengendali akses pasar melalui
algoritma, sistem rating, mekanisme pencarian, serta kebijakan komisi yang menentukan
visibilitas produk dan peluang transaksi. Dalam perspektif platform economy, kekuasaan
ekonomi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepemilikan modal fisik, tetapi juga oleh
penguasaan data, algoritma, dan infrastruktur digital. Srnicek (2021) menjelaskan bahwa
platform capitalism menciptakan bentuk akumulasi ekonomi baru berbasis kontrol data dan
intermediasi digital yang memungkinkan platform memiliki posisi dominan dalam mengatur
relasi pasar (Srnicek, 2016) Dominasi tersebut menyebabkan relasi ekonomi antara pemilik
platform dan pelaku usaha kecil menjadi semakin asimetris karena platform memiliki
kewenangan menentukan aturan distribusi informasi, prioritas pencarian produk, hingga
pola interaksi konsumen dalam pasar digital.

Fenomena tersebut terlihat secara nyata pada dinamika UMKM di wilayah
Ajatappareng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM,
penggunaan marketplace dan media sosial memang membantu memperluas jangkauan
pemasaran produk, namun pada saat yang sama menciptakan ketergantungan baru
terhadap mekanisme platform digital. Pelaku usaha mengakui bahwa peluang transaksi
sangat dipengaruhi oleh algoritma platform, jumlah ulasan konsumen, intensitas promosi
berbayar, serta kemampuan optimasi konten digital. Akibatnya, UMKM yang memiliki

Said, Adnan, Madina | Dominasi Platform Digital dan Ketimpangan Posisi Tawar ... 163



keterbatasan modal promosi dan literasi digital mengalami kesulitan bersaing dengan
pelaku usaha yang lebih besar dan lebih adaptif terhadap teknologi. Kondisi ini
menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menciptakan demokratisasi
pasar, tetapi justru membentuk struktur persaingan baru yang cenderung menguntungkan
pelaku usaha dengan kapasitas modal dan penguasaan teknologi yang lebih tinggi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ferrari dan Graham (2021) yang
menegaskan bahwa platform digital membentuk asymmetrical power relations karena
pengelola platform memiliki kontrol terhadap data, algoritma, dan mekanisme distribusi
pasar, sementara pelaku usaha kecil berada pada posisi yang lebih bergantung terhadap
sistem platform (Ferrari & Graham, 2021). Penelitian Kenney dan Zysman (2019) juga
menunjukkan bahwa ekonomi berbasis platform menciptakan konsentrasi kekuasaan
ekonomi pada sejumlah perusahaan digital besar yang memiliki kemampuan mengendalikan
akses pasar dan perilaku konsumen secara sistemik (Kenney et al., 2019). Dalam konteks
Ajatappareng, dominasi platform terlihat dari meningkatnya ketergantungan pelaku UMKM
terhadap marketplace sebagai sarana utama pemasaran produk, sementara kemampuan
mereka dalam memahami mekanisme algoritma dan strategi digital marketing masih sangat
terbatas. Sebagian besar pelaku usaha hanya memanfaatkan platform untuk promosi dasar
tanpa kemampuan mengoptimalkan fitur analitik, iklan digital, maupun strategi positioning
produk. Akibatnya, produk UMKM lokal sering kali kalah bersaing dalam sistem pencarian
dan rekomendasi platform dibandingkan produk dari pelaku usaha yang memiliki modal
promosi lebih besar.

Ketimpangan posisi tawar UMKM juga diperkuat oleh keterbatasan dukungan
kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi percepatan ekonomi
digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Dinas Kominfo, dan DPRD di
wilayah Ajatappareng, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 menyebabkan berbagai
program peningkatan kapasitas digital UMKM mengalami pengurangan signifikan. Program
pelatihan pemasaran digital, pendampingan usaha, serta penguatan literasi teknologi tidak
lagi berjalan optimal, sehingga sebagian besar pelaku UMKM harus beradaptasi secara
mandiri terhadap perubahan sistem pasar digital. Bantuan pemerintah yang tersedia lebih
banyak berupa alat produksi dibandingkan penguatan kapasitas digital dan strategi
pemasaran berbasis teknologi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan
antara percepatan ekspansi platform digital dengan kesiapan kelembagaan lokal dalam
melindungi dan memperkuat kapasitas UMKM.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, dominasi platform digital yang
mengendalikan akses pasar, data, dan Vvisibilitas produk berpotensi menciptakan
ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Penguasaan
algoritma oleh platform menyebabkan distribusi peluang usaha tidak selalu berlangsung
secara proporsional, sehingga UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan literasi digital
berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan pelaku usaha besar. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa mekanisme pasar digital tidak sepenuhnya berjalan dalam kerangka
persaingan yang seimbang, melainkan berpotensi melahirkan praktik yang mengarah pada
ketidakadilan struktural (zulm) dalam distribusi manfaat ekonomi. Dalam perspektif maqasid
al-syari‘ah, situasi ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pasar, tetapi juga menyangkut
perlindungan harta (hifz al-mal), pemerataan kesempatan berusaha, dan pencapaian
kemaslahatan ekonomi bagi seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi ekonomi digital yang berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan
(maslahah), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah agar transformasi digital tidak
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memperbesar kesenjangan ekonomi, tetapi mampu mendorong terciptanya ekosistem
pasar digital yang inklusif dan berkeadilan.

Efektivitas Regulasi dan Dukungan Pemerintah terhadap UMKM dalam Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital mendorong negara untuk membangun kerangka
regulasi yang mampu mengatur dinamika perdagangan berbasis platform sekaligus
melindungi pelaku usaha kecil dalam ekosistem digital. Di Indonesia, regulasi terkait
ekonomi digital telah mengalami perkembangan melalui berbagai kebijakan seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengenai perizinan
dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan digital. Kehadiran regulasi tersebut
menunjukkan adanya komitmen negara dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan
konsumen, dan tata kelola perdagangan digital yang lebih tertib. Menurut Priliasari (2023),
regulasi ekonomi digital di Indonesia secara umum masih berfokus pada legalitas transaksi
elektronik, perlindungan data, dan pengawasan aktivitas perdagangan digital, namun belum
secara spesifik mengatur ketimpangan relasi ekonomi antara platform digital dan UMKM
(Priliasari, 2023).

Dalam praktiknya, efektivitas regulasi ekonomi digital di tingkat daerah masih
menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Berdasarkan hasil wawancara dengan DPRD,
Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, serta Dinas Perdagangan di wilayah
Ajatappareng, pemerintah daerah pada dasarnya telah menjalankan fungsi legislasi dan
pemberdayaan UMKM melalui pembentukan berbagai program pengembangan usaha serta
penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) terkait UMKM. Akan tetapi, implementasi kebijakan
tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran daerah, khususnya setelah
kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Kondisi tersebut berdampak langsung pada
berkurangnya program pelatihan digital, pendampingan usaha, bantuan pemasaran, dan
penguatan kapasitas UMKM. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan
pemerintah yang masih tersedia lebih banyak berasal dari kementerian di tingkat pusat dan
umumnya berbentuk bantuan alat produksi dibandingkan penguatan kemampuan digital
dan strategi pemasaran berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan transformasi
ekonomi digital dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung
adaptasi UMKM. Secara empiris, para pelaku UMKM di Ajatappareng mengungkapkan
bahwa perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha pasca pandemi COVID-19
mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Padahal, percepatan digitalisasi
pasar menuntut peningkatan kapasitas adaptasi pelaku usaha, khususnya dalam literasi
digital, pemasaran berbasis platform, dan penguasaan teknologi informasi. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Eguia (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan transformasi
digital UMKM sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, konsistensi kebijakan, dan
keberlanjutan program pendampingan digital (Eguia et al., 2025). Penelitian Dhingra dan
Sardana (2024) juga menunjukkan bahwa regulasi digital yang terlalu administratif tanpa
dukungan penguatan kapasitas justru memperbesar kesenjangan adaptasi teknologi antara
UMKM dan perusahaan besar (Dhingra & Sardana, 2024).

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi ekonomi digital di Indonesia masih
cenderung berorientasi pada stabilitas transaksi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan
perlindungan terhadap ketimpangan struktural dalam platform economy. Suwardiyati dan
Ganindha (2023) menjelaskan bahwa regulasi perdagangan digital di Indonesia belum
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sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap posisi tawar UMKM dalam relasi
ekonomi digital yang asimetris (Suwardiyati & Ganindha, 2023). Akibatnya, hukum berfungsi
lebih sebagai instrumen administratif dan fasilitator pasar dibandingkan instrumen afirmatif
untuk menciptakan keadilan ekonomi digital. Dalam konteks Ajatappareng, kondisi ini
terlihat dari belum adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur penguatan posisi
tawar UMKM terhadap dominasi platform digital, transparansi algoritma, maupun
perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan
reorientasi kebijakan ekonomi digital yang tidak hanya berfokus pada perluasan pasar dan
legalitas perdagangan elektronik, tetapi juga memperkuat literasi digital, akses pembiayaan,
perlindungan usaha kecil, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar transformasi
ekonomi digital dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

Simpulan

Transformasi ekonomi digital telah mengubah struktur pasar UMKM di wilayah
Ajatappareng, Sulawesi Selatan, melalui pergeseran aktivitas ekonomi dari sistem
perdagangan konvensional menuju ekosistem pasar berbasis platform digital yang
mengandalkan algoritma, marketplace, dan media sosial sebagai instrumen utama distribusi
dan pemasaran produk. Digitalisasi membuka peluang perluasan akses pasar dan efisiensi
usaha, namun pada saat yang sama juga menciptakan struktur persaingan baru yang
cenderung menguntungkan pelaku usaha dengan modal, akses teknologi, dan kapasitas
digital yang lebih tinggi. Dominasi platform digital melalui algoritma, sistem rating, dan
kebijakan komisi memperkuat ketimpangan posisi tawar UMKM karena sebagian besar
pelaku usaha lokal masih menghadapi keterbatasan literasi digital, kemampuan teknologi,
dan akses pembiayaan. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah dan DPRD di wilayah
Ajatappareng telah menjalankan fungsi legislasi dan pemberdayaan UMKM melalui berbagai
regulasi dan program pengembangan usaha, namun implementasinya belum optimal akibat
keterbatasan anggaran daerah, khususnya pasca efisiensi anggaran tahun 2025 yang
berdampak pada menurunnya program pelatihan, pendampingan digital, dan penguatan
kapasitas usaha. Akibatnya, regulasi ekonomi digital yang ada masih lebih berorientasi pada
aspek administratif dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan terhadap
ketimpangan struktural dalam platform economy. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan
ekonomi digital yang lebih afirmatif, adaptif, dan berkeadilan melalui penguatan literasi
digital, dukungan pembiayaan, perlindungan terhadap posisi tawar UMKM, serta penguatan
kapasitas kelembagaan daerah agar transformasi ekonomi digital tidak memperbesar
marginalisasi pelaku usaha kecil dalam struktur pasar digital.
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